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Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan, tidak terkecuali
aktivitas politik. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia memiliki agenda politik yaitu pelaksanaan Pilkada
2020 yang awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang akan dilaksanakan pada September 2020. Situas
pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap
terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020. Penelitian ini fokus
membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan
berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan
menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara
mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada
dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting
terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi
politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan,
Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan
jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasl| tersebut
berimplikas padateori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan
tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya
melibatkan stakeholder formal.

...... The COVID-19 pandemic has hit the world and has had an impact on al activities of life, including
political activities. During the COVID-19 pandemic, Indonesia has a political agenda, namely the
implementation of Local Electionsin 2020 which has been stipulated in the rule of law. However, the
COVID-19 pandemic has an impact on political activities that must be adapted to the Covid-19 pandemic
situation so that political activities can be carried out properly and human safety is maintained. This study
aimsto examine the political process of determining the schedule for the Local Election in 2020. This study
uses a qualitative approach with a case study method, data collection uses primary data and secondary data,
then is analyzed using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The theory used in this
research isthe public policy theory initiated by William Dunn. The application of public policy theory
focuses on two stages, namely agenda setting and policy formulation. The results showed that at the agenda
setting stage, there were issues of health, leadership sustainability, budget, politicization of social assistance
and political participation raised by formal and informal stakeholders. At the policy formulation stage, the
Ministry of Home Affairsis the dominant actor who sets the schedule for the implementation of the Local
Election on December 9, 2020. These results have implications for Dunn's theory that the determination of
the Local Election schedule in 2020 at the policy formulation stage does not involve informal stakeholders,
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because the policy for setting the Local Election schedule in 2020 only involves formal stakeholders.



